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PERATURAN BUPATt MUNA 

NOMOR ( 2. TAHUN 2013

T E N T A N G

TARtF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS E K C ' t 

KENDARAAN, ALAT - ALAT BERAT / BESAR DAN BARANG / HEWAN SE R I , 

PEMEUHARAAN DERMAGA BAG! KENDARAAN YANG MENYEBERANG DAL

WtLAYAH KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATi MUNA

Menimbang a. bahwa untuk menjamin ketancaran petayanan jasa a ;n

penyeberangan dengan memperhatikan kemampuan cay 3)i

masyarakat dan ketangsungan hidup usaha, pertu adanya pen aar if

Angkutan Penyeberangan dan Jasa Pemetiharaan De gi
Kendaraan Yang Menyeberang Lintas Kecamatan Da! h
Kabupaten Muna;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum demi terjamin n

kewajiban pemakai jasa angkutan pertu diambi! langkah h

penertiban dengan kewajiban memenuhi iuran wajib dana pet ; * n
wajib kecetakaan penumpang ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud paria a
dan b, maka pertu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna .

Mengingat 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentuka i i-

daerah Tingkat !t di Sutawesi (Lembaran Negara Repubii a

Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Repubi a
Nomor 1822);

2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Peran - n
Wajib Kecetakaan Penumpang (Lembaran Negara Repubii'r : a
Tahun 1964 Nomor 137 , Tambahan Lembaran Negara Ra ; ik 
tndonesia Nomor 2720);

3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan N^g a 
(Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tam s n 

Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 1 & h

(Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2004 Nomor : 

Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor  ̂ ?) 
sebagaimana tetah diubah beberapa kati terakhir dengan Undang ur d g

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undnang-undang f o nr 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran N ; a 

Repubtik tndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran N K a 
Repubtik tndonesia Nomor 4844 ;

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Ke t i n

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar? ' a

Repubtik tndonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambaha- n

Negara Repubtik tndonesia Nomor 4438);



6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembaru an

Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Repubiik !nd - iia 

Tahun 2011 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Repub ^ ! ' ia
Nomor 5234 ;

7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentar  ̂ 3n

(Lembaran Negara Repubtik tndonesia Tahun 2008 '
Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndonesia Nomor 48^E

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang ' ; 3n

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubtik tndonesia h 15
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubtik tndone?^ or 

4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembei a- in
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah ' - <n

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negcr iik

tndonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Ne<i ik
tndonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedcr ta 

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 ig 

Mekanisme Penetapan Tarif dan Formuta Perhitungan Tarif A i; < an 

Penyeberangan ;
12. Keputusan Gubemur Sutawesi Tenggara Nomor 186 Tahun 200! ig 

Lokasi dan Lintasan Petabuhan Penyeberangan serta Teknik ' < m 
Retribusi Daerah ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 ig 

Penyidik Pegawai Negeri Sipit (Lembaran Daerah Tahur 32 
Nomor 22);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 09 Tahun 2011 x n ig 
Retribusi Petayanan Kepetabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten iv ia  

Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten M ia 
Nomor 09).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : TARtF ANGKUTAN PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPA . S

EKONOM), KENDARAAN, ALAT - ALAT BERAT / BF - N

BARANG / HEWAN SERTA JASA PEMEUHARAAN DERM^ G 3!

KENDARAAN YANG MENYEBERANG DALAM ' H

KABUPATEN MUNA .

BAB !

KETENTUAN UMUM 

Pasat 1

Datam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adatahKabupatenMuna ;
2. Pemerintah Daerah adatahPemerintahDaerahKabupatenMuna
3. Bupati adatah Bupati Muna ;
4. Dewan Perwakitan Rakyat Daerah yang setanjutnya disirn - D

adalah Dewan Perwakitan Rakyat Daerah Kabupaten Muna;

5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan tnformatika adaiah 3s
Perhubungan Komunikasi dan informatika Kabupaten Muna ;

6. Kepata Dinas Perhubungan Komunikasi tnformatika adatah KepaiH i  is
Perhubungan Komunikasi tnformatika Kabupaten Muna ;

7. Pejabat adatah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang reirir isi
daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;

8. Retribusi Daerah yang setanjutnya disebut Retribusi adaia i r ' 3n
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu i ts

disediakan dan atau diberikan oteh Pemerintah Daerah untuk in

orang / pribadi atau badan ;



BAB !!

KETENTUAN TAR!F 

Pasa! 2

(1). Besaran tarif maksimat angkutan penyeberangan untuk penumpa; c  ̂ as 
ekonomi, kendaraan, atat - atat berat / besar dan barang / hewat ; ig 

diangkut dengan mobi! barang pada tintas Raha - Pure da!sm v : 3h 

Kabupaten Muna sebagaimana tercantum datam Lampiran Fer f 3n 
Bupati in i.

(2). Untuk barang yang tidak berada diatas mobi) kurang dari 1 ton/m t ak

dikenakan tarif atau dibebaskan, jika barang yang diangkut ieb r : 1
ton/m3 maka dibertakukan tarif dasar per ton .

(3). Hewan yang dikenakan tarif adatah hewan jenis sapi, kr ; a, 

kambing dan ayam.
(4). Angkutan penyeberangan untuk kendaraan dibedakan dain i) 

golongan yaitu :

Golongan t : Sepeda

Golongan t) : Sepeda Motor< 500 cc dan Gerobak Doro

Golongan ))) : Sepeda Motor> 500 cc dan Kendaraan Rc
Golongan )V : Mobi) Jeep, Sedan, Mini Cab, Mini Bus, M: r :k

Up, Station Wagon dengan panjang sarr 5
meter dan sejenisnya .

Gotongan V : Bus, Truk/ Tangki dengan panjang 5 san* 7

meter dan sejenisnya .
Golongan Vt : Bus, Truk/Tangki dengan panjang 7 sampe 0

meter dan sejenisnya serta kereta pe i )a
gandengan.

Gotongan V)) : Truk Tronton/Tangki, kereta penarik berikut ca j 3n

serta Atat Berat dengan panjang 10 sampai de r !2
meter dan sejenisnya .

Gotongan Vttt : Truk Tronton/Tangki, kereta penarik berikut gandar j n
serta atat berat dengan panjang 12 samps e * 6
meter dan sejenisnya .

Pasa!3

Untuk pengangkutan atat-alat berat/besar dengan berat diatas is

tertebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas P ;n

Kominfo Kabupaten Muna dan pengenaan tarif pengangkutan aie t at

sampai dengan 12 ton dikenakan tarif gotongan Vttt dan < K a
dikenakan tarif dasar per ton .

Pasa! 4

(1). Pengemudi, kondektur/kernek dibebaskan/tidak diker ? if

penumpang dengan ketentuan untuk kendaraan gotongan j)

orang, gotongan V, Vt, Vtt, Vttl sebanyak 2 (dua) orang .
(2). Untuk pengemudi kendaraan gotongan t, tt dan ttt dikerak nf

penumpang.

Pasa! 5

Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud datam Pasa; 2 4)
sudah termasuk iuran wajib dan pertanggungan wajib kecelakaan i g
PT. Jasa Raharja (Persero).

Pasa! 6

Setiap pengangkutan dituar yang ditetapkan sebagaimana ketentuan ds m 
Pasat 2 ayat (4) harus tertebih dahutu mendapat persetujuan dari Bupati 

metatui Kepala Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Muna y ig 

pengenaan tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersams i a 
pemakai jasa dengan penyedia angkutan penyeberangan (operatori



Biaya jasa pemetiharaan dermaga bagi kendaraan yang menyeberang y r
1. Kendaraan gotongan)), sebesar Rp. 1.000/unit/1 ka!; y t
2. Kendaraan gotongan))), sebesar Rp. 2.000/unit/1 ka;l t
3. Kendaraan gotongan )V, sebesar Rp 4.000/unit/1 ka ! -< t
4. Kendaraan gotongan V, sebesar Rp. 5.000/unit/i kr! y. t
5. Kendaraan gotongan Vt. sebesar Rp. 6.000/unit'lk^i t
6. Kendaraan gotongan Vtt, sebesar Rp. 40.000/unit/1 kâ i -- t
7. Kendaraan gotongan Vt)t, sebesar Rp. 70.000/unit/1 kaii 3' t
8. Barang Muatan Diatas Kendaraan, sebesar Rp. 3.000/Ton/WP

BAB !!!

PENGENDAL!AN DAN PENGAWASAN 

Pasa) 8

Bupati metatui Dinas Perhubungan Kominfo metakukan penge ; <n
pengawasan atas petaksanaan kegiatan Tarif Angkutan Penyeber n 
Jasa Pemetiharaan Dermaga Datam Witayah Kabupaten Muna

BAB !V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasa! 9

Ha)-ha) yang betum diatur datam Peraturan Bupati ini, akan diatur k 
dengan peraturan tainnya sepanjang mengenai tekhnis petaksanaamv

j n

Pasa! 10

Peraturan Bupati ini mutai bertaku pada tangga) diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Pt 

Bupati ini dengan penempatannya datam Berita Daerah Kabupaten Mu
3n

Diundangkan di Raha 
PadatanggatTahun 2013

SEKRETAR!S DAERAH KABUPATEN ,

Ditetapkan di Raha 

Padatanggat ^5* 3- Tah-r 2

BUPAT! MUNA,

H. L.M. BAHAR(JDD)N

A S t

6A6)^N HUKUM

NURD!N PAMONE

BERtTA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2013 
NOMOR ; 1

St-



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATt MUNA 
NOMOR : ]2- TAHUN 2013

TANGGAL : /5- g ^ 2013

OAFTAR TARtF ANGKUTAN PENYEBERANGAN 
UNTAS RAHA - PURE

No JEN!S MUATAN SATUAN TOTAL

1 2 3 4

A PENUMPANG

Ketas Ekonomi: 

a. Dewasa Per Orang Rp. 9.000

b. Anak Per Orang Rp. 5 000.

B KENDARAAN

1 Goiongan i Per Unit Rp. 7.000 r

2! Gotongan tt Per Unit Rp. 16.500

2}
Gotongan Ht 

- Kosong Per Unit Rp. -

4

Gotongan tV 

- Kosong Per Unit Rp. 175 ) L

5
Gotongan V 

- Kosong Per Unit Rp. 265 0 X

6
Gotongan Vt 

- Kosong Per Unit Rp. 350 j C.

7
Gotongan Vt) 

- Kosong Per Unit Rp. 505.000,

8
Gotongan Vttt 

- Kosong Per Unit Rp. 750.000,-

C BARANG / HEWAN Per Ton/MP/Ekor Rp. 12.000.

BUPAT! MUNA,


